PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon:4512412
MEDAN-20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi
Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan, dan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 20
Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Kelas [l Dan Kelas Il Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 14 Seri C)
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat
ini baik ditinjau dari segi penetapan tarif maupun
dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;

f—

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);




10.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);
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12,

13.

14.

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
beberapa  kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayvah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat 1[I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan D1 Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat [l Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 1I Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036),

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 1};

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 2);




24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4
Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 3};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

_____Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

| —— e

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.




10.

11.

12,

18.

14.

15.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Ilembaga perwakilan rakyat daerah vang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.

Pejafbat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun vang
tidak melakukan wusaha vang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN]), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan vang
melaksanakan upaya preventif (pencegahan), promosi, pembinaan
kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi
penyakit, termasuk Puskesmas Pembantu.

Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat Kketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif

adalah tambahan penghasilan vang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan

pemungutan retribusi.




16. Ir.mta.nsi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Retribusi.

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

19, Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yvang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
vang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

BAB 11
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayvanan kesehatan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas dan/atau
jasa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan
di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan
balai laboratorium kesehatan lingkungan yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.




Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di
puskesmas, puskesmas Kkeliling, puskesmas pembantu, dan balai
laboratorium kesehatan lingkungan yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum,

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur
berdasarkan jenis pelayanan yang digunakan oleh Subjek
Retribusi.

(2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

pemeriksaan kesehatan;

pengobatan penyakit;

rawat inap;

pengobatan pencegahan;

pemeriksaan laboratorium klinis;

pemeriksaan air;

pemeriksaan radiology;

pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat usaha,

pemeriksaan dan pengobatan tenaga kerja; dan

rehabilitasi medik.

- R W B



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijakan
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan.

BAB V1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan
ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa Sarana
ditambah Jasa Pelayanan.

(2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai ditambah sarana
medis dan non medis.

(3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 35%
(tiga puluh lima persen) dibagi 65% (enam puluh lima persen)
dikalikan Jasa Sarana.

Pasal 10

(1) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan kualitas air di Balai
Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah sebagai berikut:
a. bakteriologi Rp 15.000,00/1 (satu} kali pemeriksaan;
b. kimia terbatas Rp 25.000,00/1 (satu) kali pemeriksaan; dan
c. kimia lengkap Rp 175.000,00/1 (satu] kali pemeriksaan/
tahun,

(2) Pemeriksaan kualitas air di Balai Laboratorium Kesehatan
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan 6
(enam) bulan sekali.

(3) Khusus terhadap pemeriksaan kimia lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11
(1) Bagi penduduk Daerah yang memiliki dan menunjukkan

KTP/KRT/KS atau kartu jaminan/asuransi kesehatan lainnya
tidak dipungut biaya retribusi.
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(2) Bagi Fenduduk yvang mengikuti jaminan/asuransi lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh
penjamin.

BAB VIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Tanf retribusi pelayanan kesehatan dapat ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah
Daerah.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yvang dipersamakan.

Pasal 15
(1) Retribusi vang terutang harus dibayar lunas.

(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran
vang sah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan
penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
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Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan,
korban kekerasan dan yang dipersamakan, dan kelompok
tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara
pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 17

(1) Pembayaran  retribusi dilakukan di tempat pelayanan
Jasa/penyediaan fasilitas atau loket yvang telah ditentukan oleh
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan,
maka pembayarannya dilakukan di Puskesmas;
b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, maka
pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan vang berlaku.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara angsuran dan penundaan
pembayaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.
BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 19
(1} Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
(2) Retribusi terutang dalam masa retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
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BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara
pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dikembalikan
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang
kesehatan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
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(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung,

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan wutang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinva kepada Pemerintah Daerah.

(S) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Wali Kota.
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BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja.

(2) Pemberi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Wali Kota dengan berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penvidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
sc:agaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
yang diangkat oleh pejabat yvang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah
agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;

b. meneliti, menerima, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindakpidana di bidang retribusi daerah;
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau sebagai saksi;
menghentikan penyidikan; dan

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum
yang bertanggung jawab.

o

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan
Penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dan
Perizinan Di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2002 Nomor 9 Seri C) dan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Kelas Il Dan Kelas Ill Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 14 Seri C)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




16

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016

WALI KOTA MEDAN,
tid

DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

1
SYAIFUT BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 7.




